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2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Efektifitas

[image: ]Efektifitas merupakan salah satu konsep yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan tertentu dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Menurut Maklassa (2023:146), efektifitas badalah hasil dari integrasi berbagai elemen utama dalam suatu organisasi yang melibatkan pengetahuan, sumber daya non-manusia, pemosisian strategis, dan struktur organisasi. Pengetahuan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, sementara teknologi dan infrastruktur memfasilitasi kegiatan organisasi. Interaksi manusiawi, pemosisian strategis, dan struktur organisasi memastikan koordinasi, daya saing, dan pengelolaan yang efisien.
Ambarwati (2021:46) mengemukakan bahwa efektifitas adalah kemampuan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat, baik dari segi sasaran yang ingin dicapai maupun cara pelaksanaannya. Hal ini mencakup kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh, serta efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia selama proses berlangsung. Keefektifan juga menunjukkan sejauh mana suatu aktivitas atau program dapat memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah dirumuskan.
Menurut Kurniawan dan Priambodo (2022:12) efektifitas merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu proses atau kegiatan berhasil dalam mencapai tujuan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
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[image: ]Ini mencakup evaluasi terhadap hasil yang dicapai, apakah sesuai dengan harapan atau standar yang telah ditentukan. Keefektifan juga melibatkan analisis terhadap cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan, apakah proses tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai rencana, serta apakah ada kendala atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan. Dan ingin melihat Adanya proses pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung perlu diperjelas perihal ketepatan waktu yang jelas sehingga pelaporan yang diberikan kepada aparatur lebih menyamakan waktu pengumpulan dan keseragaman pelaporan baik ditingkat ke desa,
Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Amabaan, keefektifan dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan program. Aspek ini mencakup kualitas pelaksanaan, relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, serta dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan taraf hidup mereka.
2.1.2 Pengukuran Efektifitas

Pengukuran efektifitas program menggunakan teori menurut Budiani (2007:53) yang terdiri dari empat indikator yakni dengan melihat sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.
1. Sasaran Program

Sasaran program adalah kelompok atau individu yang menjadi target penerima manfaat dari program tersebut. Untuk memastikan efektivitasnya, sasaran program harus jelas dan tepat, serta sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran

yang	ingin	dijangkau.	Pemilihan	sasaran	yang	tepat	akan	menentukan keberhasilan program dalam memberikan manfaat yang signifikan.
2. Sosialisasi Program

[image: ]Sosialisasi program adalah proses bagaimana informasi mengenai program disebarluaskan kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Sosialisasi yang efektif akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan program. Tanpa sosialisasi yang baik, program mungkin tidak akan mendapat partisipasi maksimal dari masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat keberhasilannya.
3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan penerapan program yang harus jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan program yang spesifik akan memudahkan evaluasi dalam menilai apakah program tersebut telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, tujuan yang jelas juga akan memberikan arahan yang tepat selama pelaksanaan program.
4. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah indikator yang penting untuk mengukur efektivitas suatu program secara berkelanjutan. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan sistematis memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Dengan pemantauan yang baik, perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu untuk meningkatkan keberhasilan program.

2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

[image: ]Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga-keluarga yang termasuk dalam kategori prasejahtera. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dan sejak itu terus berkembang dengan penerima manfaat yang semakin meluas seiring berjalannya waktu. Menurut Setiawan (2020), PKH adalah bentuk bantuan sosial bersyarat yang mengharuskan penerima manfaat untuk memenuhi sejumlah kewajiban, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, PKH tidak hanya memberikan bantuan keuangan langsung, tetapi juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih positif pada penerima manfaat.
Sasaran Program PKH meliputi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keluarga yang menjadi penerima manfaat PKH umumnya memiliki anggota keluarga yang masih dalam usia produktif atau anak-anak yang bersekolah. Selain itu, PKH juga menyasar keluarga dengan ibu hamil, anak usia dini, serta penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi sangat rentan. Sasaran utama dari PKH adalah untuk membantu mereka yang paling membutuhkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara bertahap, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan akhirnya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
Implementasi PKH dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta tenaga pendamping yang terlatih.

[image: ]Menurut Mujiyadi (2019:2), pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial ini sampai kepada keluarga yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pendamping juga bertugas untuk memonitor perkembangan keluarga penerima manfaat, memberikan bimbingan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, serta membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama mengikuti program. Selain itu, pendamping juga memastikan bahwa keluarga penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, agar dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa PKH adalah upaya strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memutus siklus kemiskinan antar-generasi. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, program ini menunjukkan potensi yang besar untuk mengubah kehidupan jutaan keluarga miskin di Indonesia. Keberhasilan PKH tidak hanya terletak pada bantuan finansial yang diberikan, tetapi juga pada perubahan yang dapat ditumbuhkan dalam pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan jangka panjang.
2.1.3.1 Dasar Hukum PKH

PKH diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 dan sejak saat itu telah mengalami berbagai pengembangan dan perluasan cakupan. Dasar hukum  pelaksanaan  PKH  bersumber  pada  beberapa  peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi kebijakan ini untuk berjalan secara sah dan terstruktur. Dasar hukum utama bagi PKH di antaranya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, dan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
[image: ]Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan dasar hukum yang mengatur tentang sistem jaminan sosial di Indonesia, termasuk program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya PKH. Dalam UU ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan jaminan sosial yang mencakup perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. PKH sebagai salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan memberikan landasan operasional bagi implementasi PKH, mengatur tentang teknis pelaksanaan, pembagian wewenang antarinstansi, serta ketentuan terkait pemberian bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin. Peraturan ini memastikan bahwa PKH dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta mengatur mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menetapkan pedoman teknis lebih rinci tentang bagaimana PKH harus dilaksanakan di lapangan. Peraturan ini mengatur tentang sasaran penerima manfaat, prosedur pendaftaran, kriteria kelayakan keluarga penerima manfaat,

[image: ]serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan sosial. PKH sendiri merupakan bantuan sosial bersyarat yang mensyaratkan keluarga penerima untuk memenuhi sejumlah kewajiban, seperti memastikan anak-anaknya bersekolah, ibu hamil memeriksakan kesehatannya secara rutin, dan anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
PKH juga berlandaskan pada kebijakan pemerintah yang lebih luas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencakup pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam RPJMN, pengurangan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama, dan PKH dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Program ini sejalan dengan visi pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup.
Dasar hukum PKH menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadirkan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dalam jangka panjang. Dengan landasan hukum yang jelas, pelaksanaan PKH diharapkan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, serta mendorong tercapainya kesejahteraan sosial yang merata di seluruh Indonesia.
2.1.3.2 PKH Bidang Pendidikan

Salah satu aspek penting dari PKH adalah bidang pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga

[image: ]penerima manfaat (KPM). Suleiman (2021:19), pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga karena dengan pendidikan yang baik, anak-anak dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup mereka di masa depan. PKH berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap mengakses pendidikan yang layak.
Menurut Suharto,  Azman dan Baba (2021:22) pendidikan dalam PKH bertujuan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima PKH tetap bersekolah dan mendukung keluarga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak melalui pembinaan atau penyuluhan. Program ini mewajibkan KPM untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah hingga jenjang tertentu (biasanya hingga pendidikan menengah pertama) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, PKH memberikan insentif bagi keluarga miskin untuk menjaga anak-anak mereka tetap bersekolah dan meningkatkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal.
PKH juga mencakup komponen pemberian bantuan pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang seringkali menjadi kendala bagi keluarga miskin. Dana yang diberikan melalui PKH dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, seperti pembelian alat tulis, seragam sekolah, dan biaya transportasi (Anjaini, Permatasari & Irawan, 2024:32). Meskipun besarnya bantuan untuk sektor pendidikan tergantung pada kebijakan pemerintah pada setiap tahun, namun secara umum, bantuan ini berfungsi untuk mengurangi hambatan finansial yang menghalangi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, PKH berperan sebagai

jembatan yang membantu keluarga miskin tetap mengakses layanan pendidikan meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
[image: ]Pemberdayaan Pendidikan melalui PKH juga tidak hanya terbatas pada aspek finansial. Program ini juga melibatkan pendampingan oleh petugas pendamping PKH yang bertugas memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendamping PKH sering kali mengunjungi rumah keluarga penerima manfaat untuk memastikan bahwa anak-anak mereka bersekolah secara teratur dan membantu mereka memahami manfaat jangka panjang dari pendidikan. Melalui pendampingan ini, keluarga miskin diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana pendidikan dapat membuka peluang lebih besar bagi anak-anak mereka dalam dunia kerja, serta bagaimana mereka dapat mendukung proses belajar anak-anak mereka di rumah.
Keberhasilan PKH dalam Bidang Pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah peningkatan angka partisipasi sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Data menunjukkan bahwa keberadaan PKH dapat mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap berada di sekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Penurunan angka putus sekolah juga menjadi indikator keberhasilan program ini, karena salah satu tujuan utama PKH adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Dengan adanya bantuan finansial dan pendampingan, keluarga penerima PKH lebih mampu mengatasi tantangan pendidikan dan memberikan anak-anak mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang.

[image: ]Berdasarkan penamparan diatas dapat disimpulkan bahwa PKH di bidang pendidikan berfungsi sebagai instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup jangka panjang bagi keluarga miskin di Indonesia. Dengan memberikan bantuan bersyarat yang mengharuskan anak-anak untuk bersekolah dan memberikan insentif finansial untuk mendukung pendidikan, PKH mendorong keluarga untuk tetap mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya mengurangi tingkat putus sekolah tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif dari PKH di bidang pendidikan, perlu ada sinergi antara kebijakan pendidikan, peningkatan kualitas fasilitas, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
2.1.4 Variabel PKH

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat tiga variabel utama yang sering digunakan untuk mengukur efektivitasnya, yaitu:
1. Ketepatan Sasaran

Variabel ini mengacu pada sejauh mana program PKH berhasil menjangkau keluarga miskin yang menjadi target utama penerima manfaat. Ketepatan sasaran ditentukan oleh validitas data penerima dan proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Jika program ini salah sasaran, seperti memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak memenuhi kriteria, tujuan pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai.

2. Manfaat Bantuan
[image: ]Variabel ini menilai dampak dari bantuan PKH terhadap peningkatan kesejahteraan penerima, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bantuan PKH harus memberikan perubahan positif yang signifikan pada kualitas hidup penerima, seperti mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah dan meningkatkan akses keluarga miskin ke layanan kesehatan.
3. Keberlanjutan Program

Variabel ini mencakup kemampuan PKH untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian keluarga penerima. PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga harus mampu mendorong keluarga penerima untuk keluar dari garis kemiskinan melalui pembinaan dan pendampingan.
2.1.5 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kualitas hidup individu dan kelompok dalam suatu komunitas (Rahmawati, 2023:9). Secara umum, kesejahteraan masyarakat melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan partisipasi sosial. Menurut Elfiswandi (2022:31), kesejahteraan bukan hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan materi, tetapi juga dari rasa aman, kesempatan untuk berkembang, serta kemampuan untuk mengakses berbagai layanan sosial yang penting untuk kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu konsep yang kompleks dan

multi-dimensional, yang mencakup faktor-faktor objektif dan subjektif yang berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
[image: ]Dalam kesejahteraan masyarakat tidak hanya berbicara mengenai tingkat kemakmuran individu, tetapi juga mengenai bagaimana anggota masyarakat saling mendukung dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan inklusif. Kesejahteraan sosial mencakup adanya solidaritas sosial, keadilan, dan rasa saling memiliki dalam komunitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, di mana setiap individu atau kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial, baik dalam hal pendapatan, akses pendidikan, maupun kesempatan kerja, dapat menghambat terciptanya kesejahteraan secara merata di dalam suatu masyarakat.
Pendidikan juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Akses yang merata terhadap pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang bagi individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan pasar kerja. Pendidikan juga meningkatkan kesadaran sosial, membangun kapasitas individu dalam membuat keputusan yang bijak, dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan kritis. Dengan demikian, sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ia memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

[image: ]Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah konsep yang melibatkan banyak dimensi yang saling terkait, termasuk aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kesejahteraan bukan hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada aspek non-material yang membentuk kualitas hidup manusia, seperti rasa aman, kesempatan untuk berkembang, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpihak pada kesejahteraan semua anggota masyarakat.
2.1.5.2 Teori Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan  masyarakat  adalah  konsep  yang  kompleks  dan multi-dimensional yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan lingkungan. Dalam konteks ini, banyak ahli telah mengemukakan berbagai teori dan pendekatan untuk memahami dan mengukur kesejahteraan masyarakat. Teori kesejahteraan ini berfokus pada kualitas hidup dan pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial.
1. Teori Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat adalah teori kesejahteraan ekonomi, yang mengaitkan kesejahteraan dengan pendapatan dan konsumsi. Adam Smith, dalam karyanya The Wealth of Nations (1776), menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pencapaian kekayaan atau pendapatan nasional. Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kesejahteraan

ekonomi suatu negara atau masyarakat. Dalam teori ini, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh individu atau kelompok, semakin baik pula tingkat kesejahteraan yang tercapai.
2. Teori Kesejahteraan Sosial

[image: ]Teori kesejahteraan sosial yang dikembangkan oleh Amartya Sen melalui konsep Capability Approach menawarkan pandangan yang lebih holistik dan komprehensif dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurut Sen, kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dengan pendapatan atau konsumsi, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Sen mengusulkan bahwa kesejahteraan harus dilihat dari kapasitas individu untuk memilih dan melakukan hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam pandangannya, kesejahteraan masyarakat tercermin pada kebebasan dan peluang yang dimiliki oleh individu untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial.
3. Teori Kesejahteraan Sosial

John Rawls (1971), mengajukan teori keadilan sosial yang juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rawls, kesejahteraan sosial tercapai apabila distribusi sumber daya dalam masyarakat dilakukan secara adil dan merata, dengan mempertimbangkan prinsip difference principle. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang paling besar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari

seberapa adil distribusi sumber daya tersebut. Rawls berpendapat bahwa negara harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem yang memungkinkan pemerataan akses terhadap kesempatan dan sumber daya bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial mereka.
[image: ]Dari berbagai teori kesejahteraan masyarakat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bukanlah konsep yang sederhana dan hanya mengacu pada aspek ekonomi semata. Kesejahteraan masyarakat melibatkan berbagai dimensi yang saling berkaitan, seperti aspek ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengukuran dan pencapaian kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik, memperhatikan kebutuhan dasar, pemberdayaan individu, distribusi sumber daya yang adil, serta keberlanjutan pembangunan. Berbagai teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat kesejahteraan, namun semuanya sepakat bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai jika setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan yang layak dan bermartabat.
2.1.6 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan alat yang memberikan arah atau data untuk mengukurnya. Indeks Kesejahteraan Masyarakat merupakan alat ukur yang menilai tingkat keberhasilan suatu masyarakat, digunakan untuk menilai apakah suatu masyarakat mencapai keberhasilan atau tidak. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur,

tingkat lapangan kerja, tarif dan pola konsumsi dan kondisi perumahan (Sastrawan, Samsi & Seran, 2024:11).
1. Pendapatan

[image: ]Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga dari aktivitas ekonomi seperti bekerja, berdagang, atau berinvestasi. Pendapatan menjadi indikator utama kesejahteraan karena mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Menurut Todaro dan Smith (2020), Pendapatan per kapita merupakan ukuran penting untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar peluang individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mengacu pada rata-rata jenjang pendidikan yang berhasil diselesaikan oleh penduduk suatu wilayah. Pendidikan berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Minsyahri (2022) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan mendorong kesejahteraan jangka panjang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan peluang kerja dan pendapatan.
4. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan meliputi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik, serta ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk bekerja lebih

produktif. Menurut WHO (2021), Akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan adalah elemen fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan global.
5. Struktur Keluarga dan Sosial

[image: ]Struktur keluarga dan sosial mencakup hubungan antaranggota keluarga, solidaritas komunitas, dan dukungan sosial. Struktur yang harmonis meningkatkan stabilitas emosional dan mendukung kesejahteraan individu. Djalaluddin (2018) menyebutkan bahwa Struktur sosial yang kuat memberikan fondasi penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
6. Tingkat Lapangan Kerja

Tingkat lapangan kerja adalah proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan dibandingkan total angkatan kerja. Tingginya tingkat lapangan kerja menunjukkan ketersediaan peluang ekonomi yang baik, yang menjadi penanda kesejahteraan masyarakat. Menurut Amartya (2019) Pekerjaan bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga sarana untuk partisipasi sosial.
7. Tarif dan Pola Konsumsi

Tarif dan pola konsumsi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Pola konsumsi yang sehat dan seimbang menunjukkan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dan barang lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Pola konsumsi masyarakat dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

8. Kondisi Perumahan

[image: ]Kondisi perumahan meliputi kualitas fisik bangunan, akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik, serta lingkungan tempat tinggal. Perumahan yang layak adalah hak dasar dan elemen penting dalam kesejahteraan. Maria (2021) menyatakan, Kondisi perumahan yang memadai adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan produktif.


2.2 Penelitian yang Relevan

Pertama, penelitian Novi Kadewi Sumbawati, Asmini dan Heni Juliawati tahun 2020. Judul penelitian; “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), yang diukur melalui empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, pemahaman tujuan program, sosialisasi, dan pemantauan program di Desa Ropang, tergolong cukup efektif dengan skor sebesar 78,80%.
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian yang spesifik terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan, Kecamatan Simeulue Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Ropang, penelitian ini lebih menganalisis kondisi sosial-ekonomi yang termasuk dalam kategori daerah miskin ekstrem. Penelitian yang penulis lakukan akan memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi
faktor-faktor lokal yang mempengaruhi implementasi PKH, seperti hambatan

[image: ]geografis, tingkat aksesibilitas layanan sosial, serta persepsi masyarakat terhadap program ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana PKH telah mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di tingkat lokal
Kedua, penelitian Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh tahun 2019. Judul penelitian, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas PKH di daerah Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda dibandingkan dengan Desa Amabaan

[image: ]yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem di Kabupaten Simeulue Barat. Penelitian yang penulis lakukan juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan, yang menghadapi tantangan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, penelitian di Desa Amabaan juga lebih menekankan pada evaluasi menyeluruh terkait implementasi program, mencakup faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.
2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau struktur yang digunakan untuk merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang relevan dalam suatu penelitian. Kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai landasan teoritis atau dasar konseptual yang akan digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang telah ditetapkan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
[image: ]
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2.4 Variabel Penelitian
[image: ]Menurut Sugiyono (2017), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berupa apa saja yang dapat dijadikan objek atau fenomena yang diteliti dan dapat bervariasi dalam suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi).
1. Variabel Independ

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. PKH mencakup  tiga  aspek  utama,  yaitu ketepatan  sasaran, manfaat  bantuan, dan keberlanjutan program. Ketiga aspek ini menjadi fokus utama evaluasi untuk memahami sejauh mana PKH dapat memberikan dampak nyata terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan.
2. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari perubahan variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, antara lain tingkat pendapatan, jenjang pendidikan yang dicapai, akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat lapangan kerja yang tersedia, tarif dan pola konsumsi

masyarakat, serta kondisi perumahan. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan.
2.5 Hipotesis Penelitian

[image: ]Menurut Sugiyono (2018:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian, telah dinaytakan dalam bentuk pertanyan. Dikatakan sementara karena jawaban yanag diberikan baru didasarkan pada teori.
Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji melalui penelitian. Hipotesis berfungsi untuk memberikan arah dalam pengumpulan dan analisis data, serta memberikan dasar untuk melakukan eksperimen atau pengujian. Berdasarkan teori dan permasalahan yang telah diuraikan, maka pernyataan hiptesis adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan, yang diukur melalui pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, tingkat lapangan kerja, tarif dan pola konsumsi, serta kondisi perumahan.”
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